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ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci dan kokoh, antara
seorang laki-laki dengan perempuan untuk dapat hidup bersama secara sah
membentuk keluarga yang santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan
bahagia. Salah satu bentuk perkawinan yang sering dibicarakan ialah perkawinan
poligami. Poligami bisa diartikan dengan seorang laki-laki mempunyai isteri lebih
dari satu dalam waktu yang bersamaan. Kebolehan poligami dalam Islam diatur
pada al-Qur’an (an-Nisa (4) : 3) dan hadis Nabi. Maksimal isteri yang dapat
dipoligami ialah hanya empat. Mengenai syarat yang harus dipenuhi bagi suami
yang hendak berpoligami para ulama berbeda pendapat.

Kebolehan melakukan poligami di Indonesia telah diatur dalam UU No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 4 UU No. 1
Tahun 1974 dan pasal 57 KHI, disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya
memberi izin kepada suami yang akan berpoligami apabila: 1. Isteri tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai isteri. 2. Isteri mendapat cacat badan atau
penyakit yang tidak bisa disembuhkan. 3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Berkaitan dengan syarat tersebut, Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2016
telah memutus salah satu perkara izin poligami dengan alasan untuk menolong
perawan tua. Alasan yang digunakan oleh pemohon tersebut tidak terdapat dalam
peraturan yang ada. Maka dari itu, hal ini penting untuk diteliti. Adapun yang
menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis
dan tinjauan normatif terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul perkara No.
644/Pdt.G/2016/PA.Btl.

Jenis penelitian ini ialah penelitian pustaka bersifat deskriptik analitik.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi, yakni
putusan Hakim PA Bantul No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl sebagai data primer dan
wawancara sebagai data sekunder. Dalam menganalisa permasalahan yang ada
penyusun menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan cara
berpikir induktif, yakni dengan meneliti Putusan PA Bantul No.
644/Pdt.G/2016/PA.Btl secara khusus, kemudian putusan tersebut dianalisis
secara deduktif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, apakah
putusan Hakim tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta dalil-dalil yang ada, yakni: al-Qur’an, hadis, kaidah fikih dan
pendapat ulama.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa secara yuridis hal ini tidak
sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, sebab dalam kasus tersebut tidak
terpenuhi syarat kumulatif yaitu pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal
57 KHI. Walaupun terdapat izin dari isteri, namun setidaknya harus ada salah satu
syarat kumulatif yang harus terpenuhi. Sedangkan jika ditinjau dari segi normatif,
Majelis Hakim mempertimbangkannya pada kemaslahatan dan menghindari
kemadaratan.  Penyusun berpendapat bahwa Majelis Hakim kurang
mempertimbangan maslahat serta madharat lainnya dalam memutus perkara
tersebut.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan
0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf .
Arab Nama Huruf Latin Keterangan
I Tidak . .
\ Alif dilambangkan Tidak dilambangkan
< B3’ B Be
< Ta’ T Te
< $7° $ es (dengan titik di atas)
d Jim J Je
., ha (dengan titik di
C Ha h bawah)
¢ Kha’ Kh ka dan ha
> Dal D De
: : zet (dengan titik di
i Zal z ( a?as)
J Ra’ R Er
5 Zai VA Zet
o Sin S Es
B2 Syin Sy es dan ye
_ es (dengan titik di
7 Sad 3 bawah)
. _ d de (dengan titik di
oz Dad : bawah)
_ te (dengan titik di
- 1a ! bawah)
5 75 . zet (dengan titik di
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¢ ‘Ain ‘ koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge

o Fa’ F Ef

3 Qaf Q Qi

4 Kaf K Ka

J Lam L El

¢ Mim M Em

O Niin N En

9 Wawu W W

2 Ha H Ha

3 Hamzah | Apostrof
S Ya 4 Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

JF Ditulis Nazzala
ol Ditulis Bihinna
C. Ta’ Marbutah diakhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
WS> Ditulis Hikmah
ils Ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal

lain).



2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka

ditulis dengan h.

s\J9¥ s S

Ditulis

Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis

L.
kdll 3155 Ditulis Zakatul-fitri
D. Vokal Pendek
— fathah Ditulis A
. ditulis fa’ala
J’-"
_ kasrah Ditulis I
;5 ditulis Zukira
~ dammah Ditulis U
, ditulis Yazhabu
g,J:.U
E. Vokal Panjang
Fathah + alif Ditulis A
1 B ditulis Fala
Fathah + ya’ mati Ditulis A
2 » ditulis Tansa
S
3 Kasrah + ya’ mati Ditulis I
Y ditulis Tafsil
Dlammah + wawu Ditulis U
4 mati ditulis Ustl
Jgal




F. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati Ditulis Al

1 w)‘ ditulis az-zuhaili
Fatha + wawu mati Ditulis Au

2 FUPRLY ditulis ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
@-“Jﬁ Ditulis A’antum
sl Ditulis U’iddat
~ Jg—ﬁ oA Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”

of ! Ditulis Al-Qur’an

) Ditulis Al-Qiyas

-

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah
yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf | (el) nya.

¢ Lo Ditulis As-Sama’

omiid! Ditulis Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

oA 93 Ditulis Zawl al-furtd

i JJJ Ditulis Ahl as-sunnah
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IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN MENOLONG PERAWAN TUA (Studi
Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl)” supaya dapat
dipergunakan sebagai sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan. Skripsi ini telah
selesai disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam yang
tidak terpisahkan dengan akidah dan akhlak Islami. Menurut Sajuti Thalib,
perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup
bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan
membentuk keluarga yang kekal santun menyantuni, kasih mengasihi,
tentram dan bahagia.

Dengan begitu, suatu perkawinan harus membawa maslahat baik
bagi suami isteri pada khususnya maupun bagi masyarakat pada
umumnya. Begitu besar manfaat dari adanya perkawinan sehingga nilai
maslahat yang dihasilkan harus lebih besar dari nilai mudarat yang
ditimbulkan.?

Undang-undang No. 1 tahun 1974 mendefinisikan perkawinan
sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan sebagai suami istri bertujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.®

! M. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum
Perkawinan Islam, (Jakarta: Ind-Hillco, 1986), him. 1. Dikutip dari Thalib Sajuti, Kuliah Hukum
Islam 11 pada Fakultas Hukum Ul, Tahun 1977/1978, Jakarta kuliah ke I11.

2 Haifa A. Jawad, Otentitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Atas Kesetaraan Jender,
alih bahasa Hudalloh Asmudi, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002), him. 105.

*UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1.



Memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah dan rahmah
merupakan tujuan utama dalam perkawinan. Tujuan ini dapat dicapai
secara sempurna jikalau tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi. Dengan kata
lain, tujuan-tujuan lain ialah pelengkap dalam memenuhi tujuan utama ini.
Seperti dengan tercapainya tujuan reproduksi, pemenuhan biologis,
menjaga diri serta tujuan ibadah, dengan sendirinya maka akan tercapai
pula ketenangan, cinta dan kasih sayang. Inilah yang dimaksud bahwa
tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan pokok
atau utama tersebut.”

Walaupun di Indonesia menganut asas monogami, namun pada
kenyataannya terdapat sebagian masyarakat yang melakukan poligami atau
beristeri lebih dari satu dalam waktu bersamaan. Praktik perkawinan
semacam ini dalam masyarakat modern merupakan masalah yang
kontroversial dan dilematis. Sebab di satu sisi poligami dianggap sebagai
suatu solusi namun di sisi lain poligami justru dianggap sebagai penyakit.

Islam memandang poligami sebagai suatu yang diperbolehkan,
namun dengan syarat tertentu. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam

firman Allah SWT. :

* Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1; Dilengkapin Perbandingan UU Negara
Muslim Kontemporer, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013), him. 43.
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Ayat ini menegaskan bahwa seorang laki-laki boleh beristeri hanya sampai
batas empat orang istri, namun seandainya dia (takut) tidak dapat berlaku
adil, hendaklah ia mengawini hanya seorang istri saja.

Di Indonesia, persoalan poligami telah diatur dalam undang-
undang perkawinan. Seorang suami yang hendak beristri lebih dari
seorang, maka ia harus mengajukkan permohonan izin poligami kepada
Pengadilan Agama setempat.® Jika tidak mendapatkan izin dari
pengadilan, maka perkawinannya dianggap tidak memiliki kekuatan
hukum.” Dalam Islam ataupun hukum di Indonesia, poligami menurut M.
Quraish Shihab ialah jalan terakhir yang dilakukan oleh pasangan suami
isteri apabila keadaannya memang benar-benar sudah tidak dapat
diperbaiki kembali. Hal ini sebagaimana pendapat Mustafa Al- Maraghi
mengenai masalah poligami, beliau berpendapat bahwa kebolehan
berpoligami dalam (surat An-Nisa’ (4) : 3) merupakan poligami yang

diperketat, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat saja,

® An-Nisa’ (4): 3.
® UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 4 ayat (2).

" Kompilasi Hukum Islam pasal 56 ayat (3).



seperti isteri dalam keadaan mandul, isteri sudah tua dan jumlah
perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki dengan keadaan yang sangat

menyolok.?

Di Indonesia, poligami telah diatur dalam Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dalam Kompilasi Hukum Islam

(KHI). Beberapa ketentuan yang berkenaan dengan poligami diantaranya:®

1. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh
mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh
mempunyai seorang suami.

2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk
beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-
pihak yang bersangkutan.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: '

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus
mendapat izin dari Pengadilan Agama.

2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan
menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

3. Perkawinan dilakukan dengan isteri kedua, ketiga ataupun
keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai
kekuatan hukum.

Mengenai perizinan poligami, maka para pihak Kkhususnya
pemohon harus mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan
Agama setempat. Pengadilan Agama yang nantinya akan memeriksa dan
mengadili apakah mengabulkan izin poligami atau tidaknya tergantung

permohonan izin poligami memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku.

8 Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al Maraghi, alih bahasa oleh Bahrun Abu Bakar dan
Hery Noer Aly, cet. Ke-2, (Semarang: Toha Putra, 1993), him. 326-327.

% UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3.

1% Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 56.



Dalam kasus seperti ini, peran hakim sangat penting. Sebab erat
kaitannya dengan putusan yang akan diambil. Apakah mengizinkan atau
tidak mengizinkan. Tentu hakim memiliki dasar pertimbangan hukum

yang dijadikan pedoman dalam memutus perkara perizinan poligami.

Pengadilan Agama Bantul merupakan pengadilan yang telah
menerima, memeriksa, menyelidiki dan menyelesaikan berbagai
permasalahan. Salah satunya putusan dengan nomor

644/Pdt.G/2016/PA.Btl tentang izin poligami.

Dalam isi putusannya, Pengadilan Agama Bantul mengabulkan
permohonan pemohon melakukan poligami dengan alasan untuk menolong
dan melindungi perawan tua. Dalam kehidupannya pemohon dengan isteri
pemohon sejak dilakukannya pernikahan yaitu pada tanggal 03 september
1995, keadaan rumah tangganya berjalan dengan harmonis dan telah
dikaruniai 5 (lima) orang anak. Dalam perjalanan hidup bersama
termohon, pemohon telah berkenalan dengan seorang perempuan lain,
dimana perempuan ini sangat membutuhkan perlindungan seorang suami,
sehingga pemohon berniat hendak menikahi perempuan tersebut (calon
isteri kedua pemohon). Pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai
pengusaha madu dan mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulannya

sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan penghasilan sebesar itu



pemohon Kira sanggup untuk memenuhi kebutuhan isteri-isteri serta anak-

anaknya."*

Kasus tersebut apabila dilihat dari alasan-alasan yang diajukan oleh
pemohon berbeda dengan aturan perundang-undangan yang ada. Menurut
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam

terdapat 3 (tiga) syarat untuk melakukan poligami, yaitu:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan

3. lIsteri tidak dapat melahirkan keturunan

Dalam kasus semacam ini, tentunya terdapat pertimbangan hukum
tersendiri bagi Majelis Hakim pengadilan Agama Bantul, sehingga Majelis
Hakim memutuskan untuk mengabulkan serta memberi izin pemohon
untuk poligami. Oleh sebab itu, penyusun merasa sangat perlu untuk
melakukan penelitian lebih lanjut guna mendapat informasi dan
pengetahuan lebih mengenai dasar pertimbangan hukum yang digunakan
Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutus permohonan izin

poligami.

Dengan adanya permasalahan seperti ini, penulis Kira ini
merupakan topik yang menarik untuk dibahas, sehubung dengan hal itu,

maka penulis menyusun skripsi dengan judul: TINJAUAN HUKUM

" pytusan Perkara No. 644/Pdt.G/2016/PA.Bl.



ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN
MENOLONG PERAWAN TUA (Studi Putusan Pengadilan Agama

Bantul Perkara Nomor 644/Pdt.G/2016/PA.Btl).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka didapat rumusan
masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap dasar pertimbangan yang
digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutus
perkara izin poligami No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl ?

2. Bagaimana tinjauan normatif terhadap dasar pertimbangan yang
dipakai  majelis  hakim  dalam  putusan  perkara  No.

644/Pdt.G/2016/PA.Btl ?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan

a. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan yuridis terhadap dasar
pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan
Agama Bantul dalam memutus perkara No.
644/Pdt.G/2016/PA.Btl.

b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan normatif terhadap dasar
pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara No.

644/Pdt.G/2016/PA.Btl.



2. Kegunaan

a. Secara teoretis
Secara teoretis penelitian ini diharapkan mampu memberi
kontribusi yang maksimal terhadap perkembangan hazanah
keilmuan baik Islam maupun umum, khususnya sebagai referensi
ilmiah terkait permasalahan mengenai izin poligami di Pengadilan

Agama Bantul.

b. Secara Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
penilaian terhadap dasar pertimbangan yang digunakan oleh
Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul khususnya maupun
Pengadilan Agama lainnya yang berkaitan dengan masalah izin
poligami serta diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian untuk
pertimbangan pembahasan selanjutnya yang berhubungan dengan

masalah tersebut.

D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil
penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu serta
memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga
diketahui secara jelas komposisi peneliti dan untuk memastikan tidak

adanya pengulangan dalam penelitian.



Setelah melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap karya
ilmiah yang membahas tentang poligami, diantaranya:

Skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara
Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Indramayu Tahun
2011).”*? Disusun oleh Shidiq Aulia pada tahun 2011 ini membahas di
dalamnya mengenai pertimbangan—pertimbangan hakim Pengadilan
Agama Indramayu dalam memutus perkara poligami pada tahun 2011
yang secara keseluruhan telah sesuai dengan mengacu pada Undang-
undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
(KHI).

Dalam memberikan putusan, hakim juga telah mengacu pada
hukum syari’at, dengan menggunakan dalil-dalil nas dan kaidah fikih
dengan memeriksa setiap alasan yang dipakai para pemohon baik syarat
alternatif maupun kumulatif. Seperti untuk perkara poligami dengan alasan
istri tidak bisa melayani suami, pertimbangan hakim dalam mengabulkan
izin poligami tersebut lebih dipertimbangakan untuk menghindari
kemafsadatan yang akan timbul jika pemohon tidak menikahi calon istri

kedua dengan mengacu pada kaidah fikih.

12 shidiq Aulia, Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Poligami (Studi Terhadap
Putusan Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2011), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah
dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.
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Skripsi denga judul “Variasi Alasan Suami Mangajukan Izin
Poligami (Studi Putusan di PA Sleman Tahun 2007).”** Oleh Muhammad
Nizar pada tahun 2008, membahas mengenai segala bentuk variasi dari
alasan pengajuan izin poligami yang dikelompokkan menjadi 2 kelompok,
pertama, alasan yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kedua, yaitu alasan yang
tidak terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan, seperti: istri tidak bisa melahirkan lagi,
sedangkan suami sangat menginginkan mempunyai keturunan lagi. Suami
sudah terlanjur berhubungan badan dengan calon istri kedua sehingga
mengakibatkan hamil, dan lain sebagainya.

Selain membahas mengenai alasan, juga didalamnya dijelaskan
mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami yang
diajukan oleh pemohon. Diantaranya dengan menjadikan pasal 3, 4 dan 5
UU No 1 Tahun 1974, pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU No 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta pasal 55-59 Kompilasi Hukum
Islam yang dijadikan hakim sebagai dasar pertimbangan dalam memutus
perkara izin poligami.

Skripsi yang ditulis olen Hasim Efendi pada tahun 2015 dengan
judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perzinahan Sebagai Alasan

Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung

® Muhammad Nizar, Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan di
PA Sleman Tahun 2007), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2008.
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No.0704/Pdt.G/2014/PA. Tmg).”** Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa
perzinahan tidak bisa dijadikan sebagai alasan seseorang boleh
mengajukan izin poligami. Dalam memutus perkara ini majelis hakim
lebih mempertimbangkan apakah pemohon telah memenuhi syarat serta
ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam maupun peraturan yang telah
diterapkan di Indonesia atau tidak. Sebab inilah maka majelis hakim
mengabulkan permohonan perkara nomor 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg.

Skripsi dengan judul “Izin Poligami Karena Dorongan Istri (Studi
Atas Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor
790/Pdt.G/2013/PA.SMN).”* ditulis oleh Isro’ Khoiruddin pada tahun
2015 ini di dalamnya menjelaskan bahwa secara yuridis dikabulkannya
putusan perkara nomor 790/Pdt.G/2013/PA.SMN tentang izin poligami
dengan alasan dorongan istri belum memenuhi ketentuan peraturan yang
berlaku di Indonesia, sebab istri pemohon dianggap masih bisa
menjalankan kewajibannya sebagai istri juga tidak memiliki cacat badan
atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istripun bisa melahirkan
keturunan.

Sedangkan jika ditinjau dari segi kemaslahatan dalam putusan
perkara tersebut, wajar majelis hakim mengabulkan permohonan

pemohon. Sebab pemohon yang bekerja dengan selalu berpindah daerah

¥ Hasim Efendi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perzinahan Sebagai Alasan Poligami
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg),
Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.

% Isro’ Khoiruddin, Izin Poligami Karena Dorongan Istri (Studi Atas Putusan
Pengadilan Agama Sleman No.790/Pdt.G/2013/PA.SMN), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas
Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.
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sedangkan sang istri (termohon) juga merelakan dengan ikhlas suaminya
untuk menikah lagi (poligami). Jika tidak, dikhawatirkan akan terjerumus
dalam kemaksiatan. Dengan kata lain putusan ini sudah sesuai dengan
aturan yang ada yang pada akhirnya bermuara pada tujuan menciptakan
maslahah.

Berdasarkan pada penelusuran yang pernah penyusun lakukan
terkait penelitian ini, penyusun telah menemukan beberapa tulisan
mengenai masalah izin poligami. Namun sejauh ini penyusun belum
pernah menemukan adanya penelitian mengenai izin poligami yang
dilakukan dengan alasan untuk melindungi dan menolong wanita yang
sudah berumur (perawan tua) di Pengadilan Agama Bantul khususnya
pada putusan perkara nomor 644/Pdt.G/2016/PA.Btl mengenai Izin
Poligami. Oleh karenanya penyusun meyakini bahwa penelitian ini bukan

merupakan hasil plagiasi dan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

. Kerangka Teoretik

Kerangka teori diperlukan guna menyelesaikan suatu kasus dengan
cara melihat teori yang digunakan. Sebagaimana telah diuraikan pada latar
belakang, bahwa alasan izin poligami yang diajukan oleh pemohon kepada
Pengadilan Agama Bantul yang berbeda dengan sistem perundang-
undangan. Dalam skripsi ini teori yang akan digunakan ialah teori

penemuan hukum (rechtsvinding) dengan metode interpretasi hukum.
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Teori rechtsvinding atau penemuan hukum ialah proses
pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang
ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa
hukum konkret, dalam arti bahwa bukan hukumnya tidak ada (sudah ada
hukumnya) namun masih perlu digali dan dikemukakan lagi. Hukum tidak
harus selalu berupa kaidah (das sollen) baik tertulis maupun tidak tertulis,
tetapi dapat juga berupa perilaku atau peristiwa (das sein). °

Sudikno menguraikan bahwa interpretasi merupakan suatu metode
penemuan hukum yurisprudensi dalam hal peraturan perundang-undangan
ada akan tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan secara pas pada suatu
peristiwa konkret atau fakta hukum yang ditemukan di persidangan.
Dalam konteks semacam ini, hakim harus tetap memeriksa dan mengadili
perkara yang tidak ada peraturan secara khusus mengaturnya. Hakim
dilarang menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada
hukum atau peraturan hukumnya kurang lengkap, melainkan hakim wajib
menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dan
berkembang serta rasa keadilan masyarakat.'’

Poligami dalam Islam menjadi topik menarik di kalangan ulama
klasik maupun kontemporer. Banyak ulama klasik yang mempermudah
adanya poligami juga tidak sedikit ulama kontemporer yang begitu

mempersulit masalah poligami. Islam membolehkan adanya perkawinan

' Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum; Upaya Mewujudkan yang Pasti dan
Berkeadilan, (Yogyakarta: Ull Press, 2006), him. 31.

Y'M. Fauzan, Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata, cet. Ke-
1, (Jakarta: Kencana, 2014), him. 49.
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poligami, namun dengan syarat serta ketentuan tertentu. Adapun nash yang
berbicara mengenai poligami dibagi menjadi dua kelompok, yakni al-

Qur’an dan sunnah nabi Muhammad SAW. Dalam al-Qur’an disebutkan:

Ly e sl r oSO Ol 1SSl o) (3 glands VT ozis O
B0dens W 3l 3 SOl o Salagl 858 Mol VT i OB g

Tuntutan berbuat adil terhadap para isteri menjadi tugas tersendiri
bagi kita. Sebab tidak hanya adil secara lahir saja, namun juga adil secara
bathinpun perlu kita perhatikan. Adil semacam ini tidak dapat diukur
dengan suatu perumpamaan apapun, hanya Allah yang mengetahuinya.
Oleh karena itu, mustahil seseorang dapat berbuat adil dalam hal hati.

Allah berfirman:

Lagydas LU IST1LE D6 o> oy sl Gy T O Mgadazias ]y
1 Loy ysie O™ OB 1sissy lymbas Ol 2akalls”

Mengenai konsep adil dalam poligami terjadi berbedaan pendapat
dikalangan ulama. Menurut Imam Stafi’l, as-Syarakhsi dan al-Kasani,
mensyaratkan keadilan di antara para isteri. Mereka berpendapat bahwa
keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik, seperti: menyediakan rumah,

pakaian, makanan, minuman, mengunjungi isteri di malam ataupun siang

¥ An-Nisa’ (4): 3.

¥ An-Nisa’ (4): 129.
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hari, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pergaulan yang masih
mungkin bisa diusahakan sesuai kemampuan manusia.”

Menurut ulama fikih, bagi seorang suami yang hendak berpoligami
paling tidak harus memiliki dua syarat: pertama, kemampuan dana yang
cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri.
Kedua, harus memperlakukan semua isterinya dengan adil, maksudnya
semua isteri harus diperlakukan sama dalam pemenuhan hak-haknya.?
Mustafa al-Siba’l mengatakan bahwa keadilan yang diperlukan dalam
poligami ialah keadilan material seperti berkeaan dengan tempat tinggal,
sandang, pangan, dan lainnya yang bersifat kebutuhan material isteri.

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa keadilan dalam cinta ada
dua macam, yaitu cinta yang lahir atas dorongan akal dan cinta yang lahir
atas dorongan perasaan. Dalam poligami hal yang sangat mustahil untuk
diwujudkan ialah adil yang lahir atas dasar dorongan perasaan, sebab hal
ini berkenaan dengan hati. Sedangkan yang dapat dilakukan oleh manusia
ialah keadilan atas dasar dorongan akal, seperti memperlakukan isteri
dengan baik, memberi nafkah atau perbuatan baik lainnya.?*

Muhammad Syahrur mengatakan bahwa poligami oleh Allah tidak

hanya diperbolehkan namun juga dianjurkan, dengan memberi 2 (dua)

20 Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad
Abduh, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), him. 103-105.

I Abd. Rahman Do’l, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari’ah), (Jakarta:
Rajawali Press, 2002), him. 192.

2 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an. Cet.
Ke-1, (Jakarta: Lentera Hati, 1996), him. 582.
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syarat untuk berpoligami, yaitu pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan
keempat merupakan janda yang memiliki anak yatim. Kedua, terlebih
dahulu harus mempunyai rasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap
anak-anak yatim. Dua alasan ini didapat setelah Syahrur memahami pola
struktur kaidah bahasa dalam surat an-Nisa (4): 3.2

Dalam hadis disebutkan bahwa pentingnya berbuat adil terhadap

isteri-isterinya, seperti hadis nabi yang berbunyi:

28 Bl iy el py sl LIS ) b QU1 o 38

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 4
dan 5 menjelaskan bahwa poligami merupakan jalan terakhir yang dapat
ditempuh dengan berbagai syarat, yaitu:

Pasal 4

1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang,
sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka
ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat
tinggalnya.

2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin
kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan;

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.?®

2 Muhammad Syahrur, Metodologi Figh Islam Kontemporer, alih bahasa: Sahiron
Syamsuddin dan Burhanuddin, cet. Ke-5, (Yogyakarta: elSAQ Press, 2008), him. 430.

2 Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy’as al-Sajastani, Sunan Abi Dawud “Kitab al-Nikah
Bab fi al-Qism baina al-Nisa ”, (Beirt: Dar al-Fikr, t.t.) 1I: 242 hadis Nomor 2133 hadis dari Abu
Hurairah.

% Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 4.
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Pasal 5

1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini,
harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-
isteri dan anak-anak mereka.

2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak
diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak
mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak
dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahum, atau karena sebab-sebab
lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.”®

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur mengenai poligami,

dalam pasal 56 disebutkan:

(1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat
izin dari Pengadilan Agama.

(2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan
menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan
Pemerintah No. 9Tahun 1975.

(3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau
keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai
kekuatan hukum.*’

Jelas dalam hal ini peran Pengadilan Agama sangat penting
dalam menangani perkara izin poligami. Hal ini dinilai sangat
dilematis bagi hakim, sebab hakim diminta untuk memutuskan
perkaranya apakah mengabulkan izin poligaminya atau tidak
mengabulkan. Dalam usaha untuk menemukan suatu solusi yang lebih

mendekati pada aspek keadilan, penyusun kira akan lebih kuat

%6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 5.

27 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 56.
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seandainya dalam dasar pertimbangan hukumnya menggunakan kaidah

Fighiyyah yang menyatakan bahwa:

2 Logi) S 1o Legolasl ey, Olideie )5 13)

Kaidah tersebut digunakan apabila adanya dua kemungkinan
dampak negatif yang muncul, maka hakim harus dapat memilah
putusan mana yang kiranya akan menimbulkan dampak negatif yang
paling terendah yang kemudian dapat digunakan oleh hakim untuk
menyelesaikan  perkara perizinan poligami tersebut dengan

mengabulkan izin poligami.

F. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian
tidak dengan mengadakan perhitungan, maksudnya data yang
dikumpulkan tidak berupa angka melainkan tertuang dalam bentuk kata-

kata.?®

% Abdillah Ibn Sa’id Muhammad Ibadi al-Lahji, Idhah al-Qawa’id al-Fighiyyah,
(Surabaya: Makttibah al-Hidayah, 1990), him. 44.

** Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakaya,
2002), him. 6.
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1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah
penelitian pustaka atau library research,* vyaitu jenis penelitian yang
bertujuan untuk meneliti serta menganalisis pertimbangan yang
digunakan oleh majelis hakim dalam memberi putusan izin poligami
dalam perkara No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptik analitik’* terhadap dasar
pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.
644/Pdt.G/2016/PA.Btl.
3. Pendekatan
a. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan
didasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku, dalam
hal ini ialah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
b. Pendekatan normatif, pendekatan masalah dengan berdasarkan
nash (al-Qur’an, hadis, kaidah figh serta pendapat para ulama)

yang berkaitan dengan permasalahan poligami.

%0 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),
him. 124,

3! Deskriptik adalah menguraikan semua data yang telah terkumpul, baik berupa naskah,
hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen ataupun sebagainya sehingga dapat memberikan
kejelasan terhadap realitas. Analitik adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu
pengetahuan ilmiah dengan cara mengadakan rincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan
memilah antara pengertian yang satu dengan lainnya untuk sekedar memperoleh kejelasan
mengenai halnya.
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4. Teknik Pengumpulan Data
a. Dokumentasi
lalah upaya memperoleh data dengan cara mencari,
menelusuri serta mempelajari dokumen, dalam hal ini putusan
Pengadilan Agama Bantul perkara No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl
sebagai data primer.
b. Wawancara
Yaitu metode guna mendapatkan keterangan dan data dari
individu tertentu untuk keperluan informasi.*? Adapun di sini pihak
yang akan diwawancarai adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Bantul yang menangani perkara No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl.
c. Analisis Data
Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan analisis
data yang bersifat induktif, yaitu dengan meneliti putusan Hakim
Pengadilan Agama Bantul mengenai izin poligami pada perkara
No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl, yang kemudian ditarik sebuah
kesimpulan dan putusan tersebut dianalisis secara deduktif apakah
sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

serta sesuai dalil yang ada (yuridis-normatif).

%2 Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, cet. Ke-VIII (Jakarta: PT.
Gramedia, 1989), him. 130.
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami tulisan ini, penulis
membaginya menjadi lima bab.

Bab pertama, yang berisi pengantar secara keseluruhan. Terdiri
dari tujuh sub bab. Meliputi: latar belakang masalah, menjelaskan secara
singkat mengapa penelitian ini perlu untuk dilakukan serta menjelaskan
apa saja yang menjadi latar belakang dari adanya penelitian ini. Rumusan
masalah, yang menjadi pokok mengenai permasalahan yang akan dibahas
dalam penelitian ini. Tujuan dan kegunaan, menjelaskan mengenai tujuan
dan kegunaan yang akan dicapai dari adanya penelitian ini. Telaah
pustaka, pada bagian ini, penulis menjelaskan mengenai penelitian
sebelumnya yang berkaitan satu sama lain namun juga memastikan bahwa
penelitian yang ditulis kali ini belum pernah dibahas sebelumnya oleh
penulis lain. Kerangka teoretik, berisi mengenai ulasan teori yang
digunakan oleh penulis untuk memecahkan permasalahan dalam tulisan
ini. Metode penelitian, ini berisi cara atau metode yang digunakan penulis
dalam menyusun skripsi ini, baik dari segi jenis, sifat, teknik pengumulan
data, pendektan maupun cara menganalisis. Sistematika pembahasan, yang
berisi mengenai urutan-urutan yang digunakan pada setiap pembahasan
dalam penyusunan skripsi ini.

Bab kedua, berisi mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum
positif tentang poligami. Yang menjelaskan di dalamnya mulai dari

pengertian poligami, poligami dalam hukum Islam dan poligami dalam
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peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni Undang-undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan PP No. 10
Tahun 1983 yang telah diamandemen menjadi PP No. 45 Tahun 1990
tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bab Kketiga, menjelaskan tentang penyelesaian perkara No.
644?Pdt.G/2016/PA.Btl mengenai permohonan izin poligami, menjelaskan
di dalamnya mulai dari gambaran umum Pengadilan Agama Bantul,
meliputi: sejarah, letak geografis, wilayah hukum (yurisdiksi), struktur
organisasi serta visi dan misi Pengadilan Agama Bantul. Setelah itu,
menjelaskan mengenai gambaran umum perkara izin poligami No.
644/Pdt.G/2016/PA.Btl dan terakhir menjelaskan dasar pertimbangan
hukum hakim dalam memutus perkara No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl.

Bab keempat, di dalamnya dijelaskan tentang analisis yuridis dan
analisis normatif terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul No.
644/Pdt.G/2016/PA.Btl.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-

saran yang menjadi pembahasan terakhir dalam penyususnan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari kajian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan tinjauan yuridis terhadap dasar serta pertimbangan Majelis
Hakim dalam memutus perkara ini ialah Undang-undang No.1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam.
Secara umum, dasar hukum hakim dalam memutus perkara ini tidak sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang ada. Hal ini disebabkan karena tidak
terpenuhinya syarat alternatif satupun. Walaupun pada dasarnya hakim
mempertimbangkan dengan adanya syarat kumulatif yang sudah terpenuhi
dan juga adanya restu atau kerelaan dari isteri pertama (termohon) namun
setidaknya harus ada syarat alternatif yang harus terpenuhi satu di antara
ketiga syarat alternatif. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 ayat
(2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 57
Kompilasi Hukum Islam, yakni Pengadilan Agama hanya memberikan
izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, b. Isteri
mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan c.

Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

71



72

Adapun pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam
perkara ini yaitu Hakim mempertimbangkan dari sisi kemaslahatan bagi
pemohon dan termohon serta calon isteri kedua pemohon dan anak-
anaknya. Dengan dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim memutuskan
untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan poligami.

Berdasarkan tinjauan normatif terhadap dasar pertimbangan Majelis
Hakim dalam memutus perkara izin poligami No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl
tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, selain tidak bertentangan

dengan al-Qur’an dan Hadis, Majelis Hakim juga mengaitkan perkara ini

dengan kaidah fikih:

Namun menurut penyusun kaidah fikih yang lebih tepat untuk memutus

perkara tersebut ialah kaidah yang berbunyi:

gt OIS 1o Legolasl o9y OUdda olas 13|

Dua kemungkinan yang akan didapat jika kaidah tersebut diterapkan pada
kasus permohonan izin poligami perkara No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl.
pertama anggapan masyarakat yang menilai bahwa poligami dipermudah
hanya dengan mengajukan izin ke Pengadilan dengan menggunakan alasan
apapun, hal ini tidak sesuai dengan asas monogami dalam pernikahan di
Indonesia, serta tidak ada unsur darurat yang mengharuskan izin poligami

tersebut dikabulkan. Selain itu, kemungkinan juga akan timbul konflik



73

diantara isteri pertama dan kedua, seandainya mereka menganggap dalam
pemenuhan haknya belum bisa adil. Kedua seandainya permohonan
tersebut ditolak, pemohon tidak jadi menikahi wanita tersebut dan gagal
berpoligami, namun pemohon tetap dapat menolong wanita tersebut,
diantaranya: dengan mencarikan calon untuk wanita tersebut dan pemohon
dapat lebih fokus mengurus isteri serta anak-anaknya.

Dua pertimbangan tersebut yang lebih ringan mudaratnya tentu seandainya
permohonan tersebut ditolak. Sebab masih banyak alternatif lain untuk
menolong perawan tua tersebut. Menolong perawan tua bukan hanya
dengan menikahinya namun dapat juga mencarikan calon untuknya.
Poligami hanya dapat dilakukan sebagai jalan terakhir seandainya sudah
tidak ada cara lain yang lebih baik.
. Saran-saran

Setelah selesai melakukan penelitian sampai dengan kesimpulan
mengenai tinjauan yuridis dan tinjauan normatif terhadap dasar
pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutus
perkara N0.644/Pdt.G/2016/PA. selanjutnya penyusun akan memberikan
saran yang berarti langkah selanjutnya dalam menghadapi problematika

yang dihadapi sesuai dengan perubahan zaman serta peradaban yang
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sedemikian maju dan beragam. Adapun yang menjadi saran penyusun

yaitu:

1. Ketika memahami suatu hukum hendaknya dikaji secara mendalam
apa yang sekiranya menjadi substansi hukum tersebut, dalam hal ini
ialah poligami. Sehingga pemahaman yang utuh terhadap suatu hukum
akan menjadikan solusi dari berbagai persoalan yang muncul.

2. Masalah poligami perlu mendapat perhatian lebih dari seluruh
komponen, baik masyarakat biasa, akademis maupun tokoh agama
sehingga persoalan ini tidak melulu menjadi perdebatan yang tiada
habisnya yang pada akhirnya membuat bingung masyarakat itu sendiri.

3. Dibutuhkan suatu usaha untuk menengahi masalah poligami dalam
pemahaman masyarakat umum, sebab sebagaian dari mereka
menganggap poligami merupakan sunnah, tanpa melihat konteksnya
terlebih dahulu. Sebaliknya, ada juga dari sebagian mereka yang
menganggap poligami itu dilarang sama sekali dengan alasan apapun

tanpa melihat terlebih dahulu konteksnya.

Demikianlah skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap
izin Poligami Dengan Alasan Menolong Perawan Tua (Studi Putusan

Pengadilan Agama Bantul No0.644/Pdt.G/2016/PA.Btl) yang dapat
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penyusun kemukanan. Pembahasan di dalamnya tentu tidak dapat terlepas

dari kekurangan dan kekhilafan.

Penyusun sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun
dari berbagai pihak supaya nantinya dapat dilakukan perbaikan. Semoga

hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.
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Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil
terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu
menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu
senangi: dua, tiga atau empat. Akan tetapi, jika kamu
khawatir tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang
saja atau hamba sayaha perempuan yang kamu miliki. Yang
demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
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Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil
terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu
menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu
senangi: dua, tiga atau empat. Akan tetapi, jika kamu
khawatir tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang
saja atau hamba sayaha perempuan yang kamu miliki. Yang
demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
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14

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil di antara
isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat
demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung
(kepada yang kamu cintai), sehingga kamu membiarkan
yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan
perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.

24

16

Siapa yang memiliki dua orang isteri lalu ia cenderung
kepada salah seorang di antara keduanya, maka ia datang
pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring.

28

18

Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana
yang lebih besar madlaratnya dengan dikerjakan yang lebih
ringan kepada madlaratnya.

BAB Il
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Dan bergaullah dengan mereka secara patut.

g5

Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka
bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu,
padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

11

26

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal
sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain
sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah
mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

14

27

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil
terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu
menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu




senangi: dua, tiga atau empat. Akan tetapi, jika kamu
khawatir tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang
saja atau hamba sayaha perempuan yang kamu miliki. Yang
demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
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19

28

Dari abi Umar: bahwasanya Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi
masuk Islam sedangkan dia memiliki 10 isteri pada masa
jahiliyah dan mereka semua ikut masuk Islam. lalu
Rasululloh SAW. Menyuruhnya untuk memilih empat isteri
saja diantaranya.

BAB 111
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52

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil
terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu
menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu
senangi: dua, tiga atau empat. Akan tetapi, jika kamu
khawatir tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang
saja atau hamba sayaha perempuan yang kamu miliki. Yang
demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dari abi Umar: bahwasanya Ghailan bin Salamah al-Tsaqgafi
masuk Islam sedangkan dia memiliki 10 isteri pada masa
jahiliyah dan mereka semua ikut masuk Islam. lalu
Rasululloh SAW. Menyuruhnya untuk memilih empat isteri
saja diantaranya.

11

52

Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik
kemaslahatan.

BAB IV

12

10

65

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil
terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu
menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu
senangi: dua, tiga atau empat. Akan tetapi, jika kamu
khawatir tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang
saja atau hamba sayaha perempuan yang kamu miliki. Yang
demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
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11

66

Bahwasanya Ghailan bin Salamah al-Tsagafi masuk Islam
sedangkan dia memiliki 10 isteri pada masa jahiliyah dan
mereka semua ikut masuk Islam. lalu Rasululloh SAW.
Menyuruhnya untuk memilih empat isteri saja diantaranya.

14

16

68

Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik
kemaslahatan.

15

17

70

Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana
yang lebih besar madlaratnya dengan dikerjakan yang lebih
ringan kepada madlaratnya.

BAB V

16

74

Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik
kemaslahatan.

Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana
yang lebih besar madlaratnya dengan dikerjakan yang lebih




| ringan kepada madlaratnya.
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PEDOMAN WAWANCARA

Berapa jumlah kasus izin poligami di Pengadilan Agama Bantul tiap
tahunnya? Dan Apa alasan pemohon mengajukan permohonan izin
poligami?

. Apa dasar hukum yang digunakan hakim untuk memutus perkara nomor
644/Pdt.G/2016/PA.BtI?

. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor
644/Pdt.G/2016/PA.BtI?

. Apakah harus dengan cara mempoligami untuk bisa menolong perawan
tua?

. Apa yang menjadi patokan hakim untuk mengartikan bahwa seseorang
dapat dikatakan adil? apakah hanya dilihat dari segi materi atau yang lain?
. Apakah ada permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Bantul yang
tidak dikabulkan? Alasan apa yang dijadikan pemohon mengajukan izin

poligami? kenapa tidak dikabulkan?

Vil



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : A/)S' an Oawf
Pekerjaan/Jabatan  :  Makim pPA 8antu/
Alamat : g/ Un}; \rumo/la70 No- 8 @G/rfu/

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian
guna menyusun skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP 1IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN MENOLONG
PERAWAN TUA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL

No.644/Pdt.G/2016/PA.Btl)” oleh saudari:

Nama : Nurul Ismi Rohmatika

NIM : 13350070

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.
Bantul, 3{ Mei 2017

Pihak yang diwawancarai



SURAT BUKTI WAWANCARA
Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama - RiaaL pagi
Pekerjaan/Jabatan @ (At

Alamat D IWE A M AR R UbEmp (Al , Cleman)

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian
guna menyusun skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP 1IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN MENOLONG
PERAWAN TUA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL

No.644/Pdt.G/2016/PA.Btl)” oleh saudari:

Nama : Nurul Ismi Rohmatika

NIM : 13350070

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.
Bantul, 31 Mei 2017

Pihak yang diwawancarai



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama . Dta . hd - NMasmunb oo | 9}‘./ TR
Pekerjaan/Jabatan  : Wawum P4 Bauntul
Alamat P Rumbin PTA Nogyauoar ta.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian
guna menyusun skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN MENOLONG
PERAWAN TUA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL

No.644/Pdt.G/2016/PA.Btl)” oleh saudari:

Nama : Nurul Ismi Rohmatika

NIM | : 13350070

Jurusan . : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Universitas | : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.
Bantul, 3\ Mei 2017

Pihak yang diwawancarai




PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J1. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta — 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 26 Mei 2017

- Kepada Yth. :
Nomor :  074/5460/Kesbangpol/2017 Bupati Bantul
Perihal ¢ Rekomendasi Penelitian Up. Kepala BAPPEDA Bantul
‘ di Bantul
Memperhatikan surat :
Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor :  B-1376/Un.02/Ds.1/Pn.00/5/2017
Tanggal + 23 Mei 2017
Perihal :  Permohonan {zin Penelitian dan Wawancara

Setelah mempelajari surat permohonari. dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan
surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penslitian dalam rangka
penyusunan skripsi dengan judul proposal "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IZIN
POLIGAMI DENGAN ALASAN MENOLONG PERAWAN TUA (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA BANTUL NO.844/Pdt.G/2016/PA.Btl)" kepada:

Nama :  NURUL ISMI ROHMATIKA

NIM : 13350070

No.HP/ldentitas : 085840102820/3328067006950001
Prodi/Jurusan :  Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
L.okasi Penelitian :  Pengadilan Agama Bantul

Waktu Penelitian : 26 Mei 2017 s.d 26 November 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berleku di wilayah
riset/penelitian;

Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud,

Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.

Surat rekomendasi ini dapat. diperpanjang maksimal 2 {(dua) kali dengan menunjukkan
surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhimya
surat rekomendasi ini.
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Rekomendasi ljin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang
tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan makium. 6H‘ . :
. : 4, KEPALA
§ BADANEBEGBANGPOL DIY

]
*
~ \
=

ROH8381026 199203 1 004

RO

Tembusan disampaikan Kepada Yth ;

1. Gubemur DIY (sebagal laporan)

2. Dekan Fakultas Syarah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
Jin.Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.ld Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/ZIN
Nomor : 070/ Reg/ 2115/ 5172017
Menunjuk Surat . Dari : Badan Kesatuan Bangsa  Nomor : 074/5460/Kesbangpot/i2017
dan Politik Pemerintah
Daerah DIY
Tanggal -~ 26 Mei 2017 _ Perihal : Rekomendasi Penelitian
Mengingat ©a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi

tembaga Teknis Daerah Di-Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupalen Bantut
Nomor 16 Tahun 2009 lentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17
Tahun 2007 tentang Pembenlukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009
tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei,
Pengilitian, Pengambangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah
Istimewa Yogyakarta,

c.  Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang ljin Kuliah Kerja
Nyala {(KKN) dan Prakiek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten

Bantul.
Diizinkan kepada
Nama o NURUL ISMI ROHMATIKA
P T/ Alamat . Fahkuitas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga
Yogyakarta
JI. Marsda Adisucipto
NIP/NIM/No. KTP © 3328067006950001
Nomor Telp/HP 085640102820
TemalJudul © TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI DENGAN
Kegiatan ALASAN MENOLONG PERAWAN TUA (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA BANTUL NO.644/PDT.G/2016/PA.BTL)
Lokasi . PENGADILAN AGAMA BANTUL
Waktu © 29 Mei 2017 sid 29 Agustus 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegialan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan)
dengan institusi Pemerintah Desa selernpal serta dinas atau inslansi terkait untuk mendapalkan petunjuk
seperlunya;

2. Waijib menjaga kelertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlakuy;
. Izin hanya digunakan unluk kegialan sesuai izin yang diberikan;

4, Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan beniuk soficopy (CD} dan hardcopy kepada
Pemerintah Kabupaten Banlui c.q Bappeda Kabupaten Banlul setelah selesai melaksanakan kegiatan;

5. lzin dapat dibatalkan sewaktu-waklu apabila lidak memenuhi ketentuan tersebut di alas;
. Memenuhi kelentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan

7. 1zin ini tidak boleh disatahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapal mengganggu ketertiban umum dan
kestabilan pemerintah.
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Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Bantul (sebagai laporan)

2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul

3. Ka. Pengadilan Agama Kabupaten Bantul

4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
§. Yang Bersangkutan (Pemohon)


mailto:bappeda@banlulkab.go.ld
http:bappeda.banlulkab.ge.ld

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN
Nomor 644/Pdt.G/2016/PA.BtI
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara tertentu pada tingkat
pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Izin Polygami antara :

PEMOHON, Umur 45 Tahun, TTL, Stabat 03 April 1971, Pekerjaan Wiraswasta,
Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten
Bantul, disebut "Pemohon”;
Melawan
TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan guru PAUD, tempat
tinggal di Kabupaten Bantul, sebagai “Termohon”;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar Keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi
dalamm persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Mel 2016
yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dalam
register dengan Nomor 644/Pdt.G/2016/PA.Btl, tanggal 31 Mei 2016
mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 september 1995 Pemohon dengan Termohon

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah
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Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kotamadya Medan Kutipan Akta nikah
nomor : --;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di Kabupaten Bantul hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
hiduprukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak
5 orang:
1. ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 27 Agustus 1996;
2. ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 19 Desember 1997;
3. ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 30 Pebruari 2002;
4. ANAK 4 PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 24 Mei 2006;
5. ANAK 5 PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 07 Oktober 2008;
4. Bahwa ternyata pemohon dalam perjalanan hidup bersama dengan
Termohon, Pemohon telah berkenalan dengan seorang perempuan lain,
dimana perempuan ini sangat butuh perlindungan oleh seorang suami

sehingga pemohon hendak menikahi perempuan tersebut [poligami] :

Nama : CALON ISTERI KEDUA PEMOHON
TTL : Yogyakarta, 2 Juni 1972;
Umur : 44 tahun;
Agama s slam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempatkediaman : Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai calon istri ke 2 (Dua) Pemohon;
Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kabupaten Bantul,
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5. Bahwa alasan Pemohon akan menikahi caloni steri ke 2 (poligami) karena
untuk menolong dan melindungi perawan tua;
6. Bahwa pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteriPemohon
beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Pengusaha madu
dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar
Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon
menikah lagi dengan calon istrike 2 pemohon.
9. Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah telah memiliki harta gono-
gini berupa:
Sebuah bangunan rumah permanen luas 85 m2 dengan luas tanah 102
m2 berdiri Diatastanah a/n: PEMOHON Alamat: -- dengan nomor
sertifikat --;

a. Sepeda motor Honda supra x thn 2015 AB -- OB;

b. Sepeda motor Kawasaki tahun 2007 AB -- HK;

c. Satu set meja dan kursitamu;

d. 1 unit kulkas merk Politron;

e. 1 unit computer merk Samsung;

f. 1 unit laptop merk Tosiba;

g. Usaha pengemasan madu dengan merk "NAMA MERK MADU” senilai
Rp.150.000.000,- (seratus lima mpuluh juta rupiah);

h. Dua (2) unit tempat tidur;

i. Satu set peralatan dapur;
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10.Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan
mengganggugugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan
tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

11. Bahwa orang tua dan saudara 2 kandungdan para keluarga Termohon dan
caloni steri kedua pemohon rela apabila pemohon menikah dengan calon
istri kedua pemohon;

12.Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada
larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan
bukan sesusuan, Begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua
Pemohon;

b. Calon steri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 44 tahun dan
tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon adalah kakak kandungcalon istri
ke dua yang bernama WALI CALON ISTERI KEDUA PEMOHON
bersedia untuk menikahkan pemohon dengan caloni steri kedua
Pemohon;

13.Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkaraini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pe-
ngadilan Agama Bantul segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini,
selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuh kanputusan

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
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PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, memberi  ijin kepada Pemohon (PEMOHON)
untukmenikahlagi (poligami) dengan seorang wanita bernama CALON
ISTERI KEDUA PEMOHON;

3. Menyatakan harta berupa :

a. Sebuah bangunan rumah permanen luas 85 m2 dengan luas tanah
102 m2 berdiri di atas tanah milik a/n PEMOHON, alamat -- dengan
nomor sertifikat : --;
b. Sepeda motor Honda supra X tahun 2015 dengan nopol : AB -- OB;
c. Sepeda motor Kawasaki tahun 2007 nopol AB -- H;
d. Satu set meja dan kursitamu;
e. Satu unit kulkas merk Politron;
f. Satu unit computer merk Samsung;
g. Satu unit laptop merk Tosiba;
h. Dua unit tempattidur;
i. Satu set perlatan dapur;
j. Usaha pengemasan madu merk "NAMA MERK MADU”. senilai
Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
Adalah harta gono gini/ bersama Pemohon dengan Termohon;
4 . Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDER :
Mohon putusan yang seadil-adilnya; dan kami mohon untuk memudahkan

urusan kami;
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Bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon
hadir dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya diupayakan mediasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tapi dan terakhir denga
PERMA Nomor | Tahun 2016, namun sesuai laporan mediator Drs. M. Anwar
Hamidi tanggal 29 Juni 2016, mediasi dilaksakan, tapi tidak berhasil,
mengurungkan permohonan Pemohon;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar
mengurungkan kehendaknya, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat
permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menjawab
secara lisan yang pada dasarnya membenarkan permohonan Pemohon dan
menyatakan kesediannya dimadu/Pemohon menikah dengan perempuan
bernama CALON ISTERI KEDUA PEMOHON,;

Bahwa antara pemohon, Termohon dan calon isteri pemohon sudah
saling kenal dan tidak ada permasalahan Pemohon menikah dengan calon
isteri keduanya, karena tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun berdasarkan syari'at
Islam dan Termohon mengjinkannya;

Bahwa majelis dipersidangan telah mendengar keterangan calon isteri
Pemohon yang kedua yang memberikan keterangan, bahwa telah mngenal
Pemohon dan isterinya sejak dua tahun yang lalu dan sudah dimusyawarahkan
tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon dan calon isteri keduanya,
yang pada dasarnya tidak ada yang keberatan dan Termohon

mengijinkan/menyetujui terhadap keinginan Pemohon untuk berpoligami
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dengan calon isteri kedua Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon
menyatakan tidak akan mengganggu ketenangan termasuk harta benda yang
diperoleh Pemohon dan Termohon selama suami isteri sebagaimana yang

terdaftar dalam permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah
mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, PEMOHON,
Nomor --, tanggal 04 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk TERMOHON Nomor. --, tertanggal 08 Juni
2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Bantul, yang telah
bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, kemudian Hakim Ketua
memberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --, tanggal 04 September 1995, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kotamadya Medan .
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Istri Pemohon CALON ISTERI
KEDUA PEMOHON Nomor --, tertanggal 09 Maret 2013, yang dikeluarkan
oleh kantor Pemerintah Yogyakarta, yang telah bermeterai cukup serta telah

sesuai dengan aslinya, kemudian Hakim Ketua memberi kode P.4;
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5. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu, yang dibuat di atas
materai dan ditanda tangani oleh Termohon, tanggal 26 Mei 2016, kemudian
Hakim Ketua memberi kode P.5;

6. Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon di atas materai
dan ditanda tangani oleh Pemohon dan saksi-saksi tanggal 26 Mei 2016,
kemudian Hakim Ketua memberi kode P.6;

7. Surat Keterangan Penghasilan, tanggal 26 Mei 2016, yang diketahui oleh
Pemerintah Desa Wirokerten, kemudian Hakim Ketua memberi kode P.7;

8. Surat Pernyataan harta bersama tanggal 14 April 2016, yang diketahui oleh
Pemerintah Desa --, Kecamatan --, kemudian Hakim Ketua memberi kode
P.8;

9. Fotokopi Sertifikat Tanah serta Bangunan Rumah Permanen luas 102 M2
Hak Milik Nomor. --, yang terletak di Kabupaten Bantul, yang telah
bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, kemudian Hakim Ketua
memberi kode P.9;

10.Fotokopi BPKB Sepeda Motor Honda Grend Atas nama Pemohon Tahun.
1992 Nomor AB. -- OB, yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan
dengan aslinya dan ternyata sesui, kemudian Hakim Ketua memberi kode P.
10;

11.Fotokopi BPKB Sepeda Motor Honda Grend Atas nama Pemohon Tahun.
1992 Nomor AB. -- HK, yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan
dengan aslinya dan ternyata sesui, kemudian Hakim Ketua memberi kode P.
11;

Bahwa selain bukti surat, saksi-saksi Pemohon telah memberikan

keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
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1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman

di Kab. Bantul;

- Bahwa saksi adalah sebagai teman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri dan sekarang Pemohon
bermaksud untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama
CALON ISTERI KEDUA PEMOHON, atas persetujuan Termohon
sebagai isteri pertama pemohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan tidak ada
masalah, namun Pemohon bermaksud menikah lagi, karena ingin
membantu wan ita yang sudah perwan tua;

- Bahwa Pemohon sekarang bekerja dengan Usaha jualan madu
/wiraswasta, saksi melihatnya Pemohon mampu untuk menghidupi
keluarganya, termasuk dengan isteri yang keduanya serta untuk berbuat
baik terhadap kedua isterinya dan berlaku adail untuk isteri-isterinya;

- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak ada
hubungan mahram dan tidak yang menghalangi untuk menikah antara
keduanya;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat
kediaman di Kodya Yokyakarta;

- Bahwa saksi setelah bersumpah memberikan keterngan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adik kansdungnya Pemohon dan kenal baik dengan
Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mau menikah lagi dengan

CALON ISTERI KEDUA PEMOHON;
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- Bahwa saksi mengentahui maksud Pemohon untuk menikah dengan
calon isteri keduanya, telah direstui oleh isteri pertamanya, sehingga tidak
ada masalah dalam pernikahan Pemohon dengan calon isteri keduanya
dan Pemohon sudah melamar calon isteri keduanya;

- Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya yang kedua, tidak ada
halangan menikah, baik secara syari'at Islam maupun menurut
perundang-undangan yang berlaku, karena tidak ada hubungan
kekeluargaan, sewenda atau karena sesusuan antara Pemohon dengan
calon isterinya dan calon isteri kedua Pemohon masih perawan;

- Bahwa Pemohon sebagai pedagang madu dengan penghasilan yang
memadai untuk menafkahi isteri-isteri dan anak-anaknya;

- Bahwa Pemohon mampu membiayai keluarga dan isteri-isterinya serta
Pemohon juga mampu untuk berlaku baik dan adil terhadap isteri-
isterinya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon
membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut
telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan permohonan Pemohon
mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal seba-
gaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagi
an yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana yang diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon
dan Termohon untuk mempertimbangkan permohonannya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami
dengan alasan karena ingin membantu perempuan yang sudah berumur dan
dengan direstui oleh Termohon sebagai isteri sah pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dengan dalil-
dalil permohonan sebagaimana tertulis dalam posita surat permohonan serta
keterangan Pemohon di depan sidang, maka berdasarkan fakta yang
terungkap di depan sidang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P3, telah terbukti
Pemohon dan Termohon berdomicili didalam wilayah daerah Pengadialn
Agama Bantul, maka secara formil perkara ini adalah relative kompetensi
Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 serta pengakuan Termohon
dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah
suami isteri yang sah, akad nikah menurut tatacara hukum Islam yang dicatat
dan didaftar oleh Pejabat yang berwenang, juga telah terbukti bahwa
Pemohon hanya mempunyai satu isteri yaitu Termohon, dan permohonanya
diajukan untuk berpolygami, sehingga secara hukum Pemohon dan Termohon

berkwalitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, telah merestui
kehendak Pemohon untuk berpolygami dengan calon isterinya yang
kedua dan Pemohon masih memerlukan dan mengharapkan untuk

menikahi calon isteri kedua tersebut;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon,
telah terbukti Pemohon adalah pekerja swasta dengan penghasilan
minimal Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tiap bulan dan
penghasilan lainnya, hingga Pemohon dapat dikategorikan sebagai seorang
yang mampu untuk menjamin kehidupan keluarga Pemohon dan calon
isteri kedua Pemohon, sesuai dengan kondisi social ekonomi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon
serta keterangan saksi-saksi, telah terbukti Pemohon telah dapat menjalankan
kewajibannya sebagai suami secara adil terhadap Termohon dan
merupakan indikasi dapat berbuat adil terhadp Calon Isteri kedua
Pemohon, bahkan secara nyata dipersdingan Termohon dan calon isteri
kedua Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa secara procedural permohonan Pemohon
untuk menikah kedua (berpolygami) telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat
1 huruf a dan pasal 5, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 57
a dan pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon
serta keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon dan Termohon selama dalam
perkawinan telah memperoleh harta bersama, sebagaimana dalam daftar
permohonannya, sedangkan Calon Isteri kedua Pemohon menyatakan secara
sungguh-sungguh tidak akan mengganggu terhadap harta bersama tersebut,
hal ini sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Buku Il Pedoman Teknis
Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi 2013 halaman 195 dam 196

telah terpenuhi;
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Menimbang, bahwa meskipun secara procedural permohonan Pemohon
untuk melakukan polygami telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan,
akan tetapi Majelis Hakim perlu mempertimbangkan permohonan Pemohon
tersebut secara substantial, dari sebab kondisi fisik Pemohon yang pada saat
perkara ini dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dimuka sidang
mengenai urgensi permohonan Pemohon antara lain :

- Bahwa secara nyatanyata Termohontelah memberi restu kepada
kepada pemohon untuk menikah (berpolygami)
dengan calon isteri keduanya bernama CALON ISTERI

KEDUA PEMOHON;

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Calon isteri keduanya tidak
terhalang baik menurut Undang-Undang yang berlaku maupun syari’at
Islam dan calon isteri kedua Pemohon sekarang tidak sedang dalam
lamaran orang lain;

- Bahwa status perkawinan Pemohon dengan Calon isteri keduanya, wajib
untuk dilegitimasi, demi kepentingan hukum baik bagi Pemohon,
maupun Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan tersebut, menurut penilaian
Majelis Hakim permohonan Pemohon ini adalah adanya itikad baik Pemohon
untuk memperoleh legalisasi perkawinnya dengan Calon Isteri kedua Pemohon
tersebut, tidak hanya untuk sarana Pemohon sendiri dalam hal penyaluran
hasrat biologisnya secara sah (legal) dimana ketika Termohon dan Calon
Isteri Pemohon menjadi suami isteri nanti, masing-masing memiliki Kutipan

Akte Nikah serta sebagai usaha perlindungan hukum terhadap Calon Isteri
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Pemohon kedua, yang nota bene adalah seorang janda dengan memelihara
dua orang anak;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula antara Pemohon dengan Calon
Isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan apapun juga yang merupakan
penghalang secara hukum islam maupun perundang-undangan untuk
dilangsungkannya perkawinan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut, maka permohonan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan
kedua (polygami) dengan Calon Isteri kedua Pemohon tersebut dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-
Undang nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini masih terkait dengan
perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya
perkara ini;

Mengingat ketentuan hukum syara’ serta segala peraturan perundangan
yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami)
dengan seorang wanita bernama CALON ISTERI KEDUA PEMOHON,;
3. Menyatakan harta berupa :
a. Sebuah bangunan rumah permanen luas 85 m2 dengan luas tanah 102
m2 berdiri di atas tanah milik a/n; PEMOHON, alamat -- dengan nomor

sertifikat : --;
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b. Sepeda motor Honda supra X tahun 2015 dengannopol: AB -- OB;
c. Sepeda motor Kawasaki tahun 2007 nopol AB -- H;
d. Satu set meja dan kursitamu;
e. Satu unit kulkas merk Politron;
f. Satu unit computer merk Samsung;
g. Satu unit laptop merk Tosiba;
h. Dua unit tempattidur;
i. Satu set perlatandapur;
j- Usaha pengemasan madu merk "NAMA MERK MADU”. senilai
Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
Adalah harta gono gini/ bersama Pemohon dengan Termohon,;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp
381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada
Hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 22
Zulgaidah 1437 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Agama Bantul, dengan susunan: Dra. Hj. Masmuntiara, S.H.,M.H.I.
sebagai Ketua Majelis, Drs. Rizal Pasi, M.H. dan Ahsan Dawi, S.H.,S.H.l.,M.S.1.
masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan pada Hari itu juga putusan ini
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan
didampingi oleh Hakim-Anggota Majelis tersebut dan Dra. Bibit Nur Rohyani
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd
Dra. Hj. Masmuntiara, S.H., M.H.I.
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Anggota Majelis | Anggota Majelis Il
ttd ttd
Drs. Rizal Pasi, M.H., Ahsan Dawi, S.H., S.H.l., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Bibit Nur Rohyani
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